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Menirnbang . bahwa dalam rangka tertib ad . . . 
Kelurahan, serta mern er ministras, pelaksanaan Alokasi Dana 

Mengingat : 

dana kepada kelurah~ rnudah dalarn penerapan pemberian 
pelaksanaan Alokasi O n K rnaka perlu dilakukan pengaturan 

ana elurahan Kabupaten Banyumas· 
b bahwa berdasarkan pert" b ' 

d·t t k ,rn angan tersebut pada butir a perlu 
~ ~ ap f n ~edoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Kel~rahan 

a upa en anyurnas dengan Peraturan Bupati. 

1. U ndang-undang Nomor 13 T ahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Serita Negara Tanggal 8 
Agustus 1950) ; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4548) ; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan~ Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438 ) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 
5
2
9
00T5 te~t~ng ~e~~~!~ 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 am a an e 

Negara Nomor 4588) ; 
t Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 

5. Peraturan Oaerah Kabup~ en . dan Tata Kerja Kelurahan Di 
tentang Susunan Organisas, Daerah Nomor 31 Seri D) ; 
Kabupaten Banyumas (Lembaran 

19 Tahun 2005 tentang Anggaran 
6. Peraturan Oaerah Nornor h Kabupaten Banyumas Tahun 

Pendapatan dan Belanja Oaera h Kabupaten Banyumas Tahun 
Anggaran 2006 ( Lernbaran Daera 
2006 Nomor 1 Seri A ). 
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Pasa11 

k011 Ped~man Umum Pelaksanaan . 
,, ,1 

5 
sebaga,mana termuat dalam lam . Alokas, Dana Kelurahan 

.. , 11n p1ran Peraturan Bupati ini 

PasaI2 

n sebagaimana tersebut pada Pasal 1 d. 
ed0111anaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten 

8 
,gunakan sebagai dasar dalam 

pelaKsa anyumas. 

Pasal 3 

B
esarnYa Alokasi_ Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas yang diterima masing-masIng 

han akan d1tetapkan dengan keputusan Bupati 
~~ . 

PasaI4 

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

A ar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
B~pati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas 

....... - __..,,._. .. ,.. ... --.... ---· .....-
. 1 3k;J , di PL:r·vm!<N ·t o 
(i ·r ~ 13:r I ... ~ ... r.$. ... . m0 .. 
tKREit.rdS 0?1H.: JI K!~BUPATEN 

Ditetapkan di Purwokerto 

pad a tanggal 6 FEB 6 



Peraturan B 
Nornor , upatl Banyumas 

Lan,plran 

Tanggal ·. , t T ahun 2006 

••AN UMUM PELAKSA . · 6 FEB 2006 eo0"' - NAAN AL 
p ~:~~~~r:N BAN~~~~~ANA KELURAHAN 

GGARAN 2006 

seLAKANG 
.1r~ 
V' serlakunya Undang-undang Nomor 32 T 

h telah membawa. perubahan Yang san ahun 2004 tentang Pemerintahan 
03er81en99araan pemen~tahan di daerah. D I gat besar dan mendasar dalam 
~nye a perubahan da!1 undang-undang sebe~ am undang-undang ini terdapat 
~b8::nggaraan pemenntahan daerah dimana kmnya terutama ~ubstansi tentang 
~nY 5 Tahun 197 4 dan Undang-undang N e~urahan sesua, Undang-undang 
N°1110:sasi pemerintahan, sesuai Undang-undaim~r Tahun 1979 merupakan suatu 
organ! Nomor 32 Tahun 2004 meru 9 o~or 22 Tahun 1999 dan Undang-
undan~ten/kota. Dalam banyak hal kelurah::~:~a ~\ay~h kerja . perangkat daerah 
~abUP yai peranan yang sangat p f b ~ w1layah kerJa perangkat daerah 
n,ernpun en mg a1k dalam bidang pemerintahan 

n,bangunan dan kemasyarakatan yang kesemuanya itu bermuara ke ad~ 
~layanan yang _mendasar k~pada masyarakat. P 

Seba~a1 satuan ~erJa per~ngkat daerah, kelurahan mempunyai kewenangan 
yang strategIs sebaga1 kepanJangan tangan pemerintah kabupaten dalam 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam 
rangka penguatan peran dan kedudukan kelurahan sebagai wilayah kerja perangkat 
daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan diharapkan dapat 
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat secara lebih baik dan lancar. Oleh karena itu kelurahan sangat 
memerlukan dukungan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. 

Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, semuanya 
memerlukan dana guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN ALOKASI DANA KELURAHAN 
KABUPATEN BANYUMAS 

a. Maksud 
Pemb · Al k • 0 Kelurahan dimaksudkan untuk membiayai pro~ram 

enan o as1 ana d I m melaksanakan kegIatan 
Pemerintahan Daerah di kelurahan terutama a as arakat Pemberian Alokasi 
pemerintahan, pembangunan, dan pe~ber~ay~::a k~giatan. yang dikelola oleh 
~an~ Kelurahan tersebut berasal dan a~o b:51 

aten Banyumas dari Anggaran 
agIan Tata Pemerintahan Setda a p umas Tahun 2006. 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sany 

b T . · UJuan 
1 sebagai perangkat daerah dalam 
· Meningkatkan kemampuan kelura:an gunan dan kemasyarakatan. 

Penyelenggaraan pemerintahan, pem an 



eningkatkan kemampuan dan 
1· M urahan ~~la~ perencanaan Peran serta 

KB~ra part1s1pat1f sesuai deng~npkelaksanaan d lembaga kemasy k 
se ondisi d an Pengend ara atan di 
Meningkatkan_ pemerataan Pend an Potensi kelura;lian pembangunan 

J. t,efllsaha bag1 masyarakat di kelu~!~~n, kesernpatan beke/n. 
•• ndorong peningkatan swaday · Ja dan kesempatan 

A. rv•e a Qotong ro o 
y ng masyarakat. 

NruAN UMUM 
~~f~ . aksud dengan : 

dI!11 
yan9 Kasi oana Kelurahan adalah b 

Alo d . k g·ata antuan keu 
1. berasal an e I n yang dikelola ole a_ngan kepada kelurahan an 

Kabupaten Banyumas dalam APBD K : Bag1an Tata Pemerintahan ietd g 
2006. a upaten Banyumas T ahun Anggara~ 

Alokasi Dana Kelu~aha~ Minimal adalah em . 
i. Kelurahan yang dibag1 merata ke selur~h :agian 90 % dari Alokasi Dana 

aanyumas. elurahan di wilayah Kabupaten 

Alokasi Dana Kelurahan Proposional adal h . 
3· Kelurahan dengan memperhatikan faktor ju~I P:mbagian 1 O % dari Alokasi Dana 

iuas wilayah, keterjangkauan kelurahan, juml:h ~en~uduk, kepadatan penduduk, 
daerah yang dikelola kelurahan dan baku PBS asi P~ndapatan dan kekayaan 

but yang d1tetapkan pada kelurahan terse • 

4. Musrenbangkel ( M~~yawharah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) adalah 
suatu perencanaan e ura an yang di~ulai tahapan identifikasi, penjaringan dan 
perumusan kebutuhan masyarakat dan RT/RW dan lingkungan untuk dibahas 
dan disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan kelurahan. 

5. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memampukan dan 
rnemandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

6. Belanja aparatur adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kelurahan 
untuk berbagai keperluan operasional kantor di kelurahan. 

7. Belanja pelayanan publik adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan 
kelurahan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik, pembangunan, dan 
pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan di kelurahan . 

. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ALOKASI DANA KELURAHAN 

a. Tahap I : Penyusunan Dan Penentuan Bobot Kelurahan 

Pelaksana""n pemberian Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas 
a · t · lah dana yang akan 

d~laksanakan pada tahun anggaran 200S.d Mengmg~is!~~bkan oleh perbedaan 
d1berikan kepada kelurahan berbeda-be_ a ya~g masing kelurahan maka 
kondisi/keadaan kelurahan . dan potenl 51 .fi;:t'~~iurahan berdasarka~ bobot 
sebeiumnya disusun terleb1h dahulu k 851 1 

masing-masing kelurahan yang ada. . 
dan penetapan bobot kelurahan sebaga1 

Adapun mekanisme penyusunan 
berikut : 

1 · Variabel-variabel dalam penetapan bobot kelurahan 
a. Jumlah penduduk 
b. I( o,..,..,.,_4-__ --... "'• •rl• ,It-



yaitu jumlah penduduk Yang d 
penduduk yang ada di seluruhak 

8

1 
di kelurahan dibandi k 

e urahan se Kab ng an dengan Jumlah 
upaten Banyum 

Kepadatan Penduduk as. 
b. 

Yaitu jumlah penduduk yang d . 
h t b t a a di kelurah d' . kelura ~n erse u . Skor variabel ke an 1bag1 dengan luas wilayah 

adala~ Jumlah ~epadatan penduduk ~adatan penduduk suatu kelurahan 
dibag1 dengan Jumlah kepadatan ntuk kelurahan yang bersangkutan 
Kabupaten Banyumas. penduduk untuk semua kelurahan 58 

c. Luas Wifayah 

Yaitu luas wilayah yang ada di keluraha . . 
dengan luas wilayah seluruh kelurah n dalam uk~ran Km1 d1 bandingkan 
pada tahun 2006. an yang ada d1 Kabupaten Banyumas 

d. Keterjangkauan Kelurahan 

Yaitu jarak ibukota kelurahan ke ibukota Kecamatan da K b t d I 
ukuran Km. n a upa en a am 

e. Baku PBB 

Yaitu jumlah baku PBB yang ditetapkan pada kelurahan tersebut 
dibandingkan dengan jumlah baku PBB yang ditetapkan seluruh kelurahan 
se Kabupaten Banyumas. 

f. Jumlah hasil pendapatan dari kekayaan daerah yang dikelola kelurahan 

Yaitu jumlah uang dari hasil pendapatan kekayaan daerah yang dikelola 
kelurahan berupa hasil sewa bangunan, dan hasil sewa lainnya 
dibandingkan jumlah keseluruhan hasil pendapatan kekayaan daerah yang 
dikelola semua kelurahan se Kabupaten Banyumas. 

g. Jumlah pengembalian lelang . 
Yaitu jumlah pengembalian lelang tanah eks banda desa dori Pemorintah 
Kabupaten Banyumas kepada kelurahan yang bersangkutan. 

3
· Penentuan Bobet dari masing-masing kelurahan 

Set I h . . • b I ditentukan skornya kemudian dijumlahkan 
dengan b:ba t ma~mg-ma~mg va~,abe~ untuk menghitung skor total masing-maslng 
kelu o masmg-masmg vana . . t . 

rahan _ v~ih, rlt:lnmm nerincian sebaga1 benku · 



r 
tuk tiap Variabel 

tLJrl ,ti' lah penduduk 
JLJrTl datan Penduduk 

i: ~e: Wilayah 
,. ~~terjangka~an kelurahan 
d· ~ Jarak dan kelurahan ke ibu ko 

Bobotnya • 1 
Bobotnya • 1 
Bobotnya • 1 

1) Jarak dari kelurahan ke ibu kot kecarnatan 
2) kU pBB . kabupaten Bobotnya • 1 

6. 98 r,1lah hasil pendapatan dari kek Bobotnya • 1 
f. JU g dikelola kelurahan ayaan daerah Bobotnya = 1 

yJa~lah pengembalian lelang B bo 
g. LJ11• o tnya == 1 

Bobotnya - 1 
hap II : Penetapan Besaran Alok . -ra asI Dana K I 

~ Setelah penilaian pembobota . e urahan 
n Keputusan Bupati Banyu n dan kelurahan d' . 

~:~~a ya~~ _akan dibe~ikan kepa:!\!~:~~~n baru diiaks=~=~:n :~;a~:~s~~ 
yanQ dim1l1k1 oleh mas1ng-masing kelurahan d dengan mendasarkan pada bobot 
dttetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas~n besarnya dana yang diberikan 

Penentuan besaran Alokasi D K 
Alokas~ Dana Kelurahan Minimal yang ~~~imae~rahan ~angat _dipengaruhi oleh 
AlokasI Dana Kelurahan Proporsional untuk eh_ masing_-masing kelurahan dan 
dapat dirumuskan : masmg-masmg kelurahan. Hal ini 

Keterangan 
ADKx 
ADKM 
ADKPx 

Keterangan 
ADKPx 
BKx 
ADK 
tADKM 

ADKx = ADKM + ADKPx 

: Alokasi Dana Kelurahan untuk kelurahan x 
: Alokasi Dana Kelurahan Minimal yang diterima kelurahan 
: Alokasi Dana Kelurahan Proporsional untuk kelurahan x 

ADKPx = BKx . ( ADK - '.l_ADKM) I 

: Alokasi Dana Kelurahan Proporsional untuk kelurahan x 
: Nilai Bobot kelurahan untuk kelurahan x 
: Total Alokasi Dana Kelurahan se Kabupaten Banyumas 
: Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimal 

BKx == a1 .KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + aBKVB 

Keterangan : 
BKx 

KV
K\/1, KV2, KV3, 

4,KVS, KV6, 

Nilai Bobot kelurahan untuk kelurahan x . . 
. Penduduk, Koefis1en Vanabel 

Koefisien Vanabel Jumlah fi ien Variabel Luas Wilayah, 
Kepadatan Penduduk, K?e I5kauan Kelurahan, Koefisien 
Koefisien Variabel . KeterJ~;;el Jumlah Hasil Pendapatan 
Baku PBB, Koefis1en ~n Dikelola Kelurahan, Koefisien 
Dari Kekayaan Daerah ang 
Jumlah Pengembalian Lelang 



Angka bobot 
2 

a3 .... an 
1 ' ' ' ' tnaslng.mas 

V1 ,2 ....... x Ing Varlah81. 

,, ... x = 
~v1,~····· 

rtl0gan : 
~ete, .. 
~v1,2 .... x 

1 2 ... x V' .... 

Nllal Koefisle , 
untuk kel n Vanabel Perta 
Angka v::~:~ X ma, kodua dan ootorusnya 
kelurahan pertama, kedu 
Jumlah X. a dan setorusnya untuk 

angka variabel 
untuk kelurahan x Pertama kedua dan seterusnya 

iNSIP _ pRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI D 
p~ p ngelolaan keuangan Alokasi Dana K I ANA KELURAHAN 
1 e d . I I e urahan m . terpisahkan an penge o aan keuangan kelurahan. erupakan bagian yang tidak 

seluruh kegiatan yang didanai dari Al k . 
2. dilaksanakan oleh kelurahan dan dievalu~s~s1 Dan~ Kelura~an_ direncanakan, 

Kelurahan oleh Tim Fas1iltas1 Alokasi Dana 

seluruh kegiatan harus dapat dipertan . 
3· h kum ggungJawabkan secara administratif teknis 

dan u · 

4 
Alokasi Dana Kelurahan dilaksanakan dengan mengunak • . h 

· dan dikendalikan. an pnnstp emat, terarah 

INSTITUSI PENGELOLA 
Alokasi Dana Kelurahan dikelola oleh kelurahan. Dalam pelaksanaannya difasilitasi 
oleh Tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi dan Monitoring yang 
dnetapkan dengan Keputusan Bupati. 

a. Tingkat Kelurahan 
Alokasi Dana Kelurahan ini dikelola oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan dengan 

kewajiban: 
1. Menyusun Sub Rencana Anggaran Saluan Kerja (Sub RASK) yang berisi 

rencana penggunaan Alokasi Dana Kelurahan. 

2. Menyusun Sub DASK penggunaan Alokasi Dana Kelurahan. 

3. Menyusun pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kelurahan 

b T' · ingkat Kabupaten r K b t dibentuk dengan Keputusan 

8
1rn Fasilitasi dan Monitoring 1:ingkal ~ upa e;1n membidangi pemerintahan 
upatI Banyumas yang diketuaI oleh Asi5ien Y g ncanaan pemberdayaan 

Yang keanggotaannya terdiri dari unsur keuan~a;,hper~i kelurahan, camat yang 
m_asyarakat, fasilitator penyelenggaraan pem_enn a a~erkait yang memiliki tugas 
Wilayahnya terdapat kelurahan dan unsur lam yang ' 
Seb~n~i i..,.. .. :i,. ,4 • 



Memfasilitasi pengelolaan d 
1. an Pen 

Menentukan besarnya Alok Qgunaan Al k 
z. telah ditetapkan. as1 Dana Kel o as1 Dana f<8luraha 

Urahan b -n. 
Melakukan faslUtasi P8mecah orda!lnrkan rumuson an 

3. dan penggunaan Alokasl Da a~ masalah Y Y g 
na r\Oluroh ang borkolto d 

Melakukan keglatan Pemb1 . an. -n ongon p,mgolofaan 4· ~ngelolaan dan penggunaa naan, rnonltorl 
tahapan kegiatan. n Alokas1 Dana nf<g dan ovalua:sl pol k 

elurahan d a nanaan 

5 Menyusun laporan hasil fasil't . alam setfap prooos 
· Alokasi Dana Kelurahan seb~ as_, Pelaksanaan Pen 

kebijakan . Qa1 bahan untuk pen gelolaan dan penggunaan 
yusunan dan pengambllan 

KANISME PERENCANAAN p 
i ~~"TANGGUNGJAWABAN ALOKASI DAENNCAIRAN • PENYALURAN 

P~r'\ A KELURAH , DAN 
Mekanisme Perencanaan Alokasi O AN 

a. ana Kelurahan . 
1 Alokasi Dana Kelurahan adalah s I h · 
. t . a a satu sumb d yang penggunaanya enntegrasi dala er ana kegiatan di kelurahan 

m pengelolaan kegiata d' K I 
2 Penyediaan dana untuk Al k . n ' e urahan. 
· • • 0 as, Dana Kel h 

monitonngnya d1anggarkan pada 8 . ura an beserta fasilitasi dan 
Kabupaten Banyumas setiap tahunny:~ian Tata Pemerintahan dalam APBD 

3. Perencanaan kegiatan dituangkan dalam b t k s b . 
digunakan sebagai bahan penyusunan S~~ uDASuK RdASK yang selanJu!nya 

· · k t · . engan memperhat,kan aspirasr masyara a sesua, has1I Musrenbangkel (M h p 
Pembangunan Kelurahan). usyawara erencanaan 

b. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan : 

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas mengajukan 
permohonan pencairan Alokasi Dana Kelurahan kepada Kepala BPKD 
Kabupaten Banyumas berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Karja (DASK) 
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Setelah dana turun, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas 
menyalurkan Alokasi Dana Kelurahan kepada masing-masing Kelurahan se 
Kabupaten Banyumas. 

3. Pencairan dan penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada triwulan 
pertama dan triwulan ketiga Tahun Anggaran 2006. 

c. Mekanisme Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan : 

. Setda Kabupaten Banyumas diterima 
1. Dana dari Bagian Tata Pemennta~an. dikelola oleh Pembantu Pemegang 

Lurah/Perangkat Kelurahan yang ditu~uk, ketentuan pengelolaan keuangan 
Kas Kelurahan dengan memperhat, 

1 
a; . dana dari APBD Kabupaten 

untuk kegiatan yang mendapat a O as, 

Banyumas. ertanggungjawabkan penggunaan 
2· Pengguna Alokasi Dana Kelurahan memp K ·tansi dan sebagainya) dan 

h (Nota, w, 
U~ng dalam bentuk SPJ yang s; harawan Kelurahan. 
drsampaikan/diberikan kepada Ben a 



r~ ollllungjawaban Alokaal D 
pert' ana Kel 

d· r,isrne penyusunan P8rtan urahan 
~KS i t,erikut : QgungJOWaba 
5st>8gs n Alokaal D 

sural pertanggungjawaban K ana Kelurahan dlatur 

1. ~epada Kepala BPKD Kabu:~:ngan Alokasi D 
pernbukua~ dengan lembusan K" Banyumas ~na Kelurahan dlsampalkan 
eaoyurnas, abag Tata Pe p. Kasubld Vorlflkasl dan 

merlntahan S td 
surat pertanggungjawaban K 

8 
a Kabupaten 

z. paling Iambat tanggal 1 o bu Ian ~u~ngan tersebut di enkutnya. sampalkan setiap bulan 

AftAN pENGGUNAAN ALOKASI DA 
~-s~S pernberian Alokasi Dana K I NA KELURAHAN 

k . ta e urahan d" 
eiancaran egIa n pemerintahan dan im~ksudkan untuk menunjang 
~ 111erintahan? pembangu~an, pelayanan memngkatkan penyelenggaraan 
pe yarakat d1 kelurahan. D1samping itu . . masyarakat dan pemberdayaan 
111as t · Juga d1maksudk ggali po ensinya secara berdaya gun d . an agar kelurahan mampu 
1118" n aldif rnasyarakat. a an berhasil guna melalui peningkatan 
pera 

Adapun penggunaan bantuan dimaksud adalah untuk : 

1 P
engeluaran Belanja Administrasi Umum Peme - t h ( . . rm a an rutm) 

pengeluaran ruti~-~~ksim~I sebesar 25 % dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana 
Kelurahan ~an~ 1 en~a O eh kelurahan yang bersangkutan. Pengeluaran rutin 
ini antara lam d1alokas1kan untuk : 
a. Peng~luaran rutin ke_giatan o_perasional pemerintah di kelurahan seperti 

belanJa b~rangl b~lanJa pemehharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, 
dan lain-lam sesu a1 kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 

b. Honor Tim dan/atau personal lainnya yang terkait dengan pengalokasian dan 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
Oalam hal proses pengalokasian pos pengeluaran rutin tidak mencapai maksima! 
Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana tersebut di alas, sisa prosentase alokas1 
dana tersebut dialihkan/dimasukkan ke pos pengeluaran pembangunan. 

2. Pengeluaran Belanja Pelayanan Publik (Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat) . . 
1 7

5 % dari Alokasi Dana Kelurahan 
Pengeluaran pembangunan s_eb_esar mm1"'!8 

si masyarakat dalam Musyawarah 
yang merupakan hasil penJann~an aspira 
Kelurahan yang antara lain mel!put, : on fisik, sarana dan prasarana yang 
a. untuk pembangunan fisik dan n b rdayaan masyarakat, pengentasa~ 

diutamakan untuk mendukung pem ~ k bantuan modal minimal 60 % dari 
kemiskinan maupun dapat digunta~ u;a~ Pengeluaran Belanja Pelayanan 

Alokasi Dana Kelurahan atau 
8 

Publik; . embinaan lembaga di kelurahan yang 
b. bantuan biaya operas1~n.al dan/a~~!erinlllh, seperti LPMK .. RT, RW~/~~ 

dibentuk, diakui dan d1bina Uo~! dan lain sebagainya makst~' ~layanan 
POSYANDU, KARANGTAR 

20 
% dari pengeluaran Be anJa 

Alokasi Dana Kelurahan atau 
Publik. 



i}p0RAN ALOKASI DANA KELURAHAN 
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1 
yanQ perlu dlperhatikan dalan, 

1 · ~i,t18 I t,erlkUt : Polaporan Alokasl 
s'p1gt1 Dana K0lurahan adalah 

ran diperlukan dalam ra k 
f.pelO~t,angan proses pengelolaa~g da Pongendallan d 
~r~eun Jenis pelaporan meliputl: an P8nggunaan Al~~ .. ~nD~uk mengcnahul 
AdLlP a., ana Kolurahan, 

Laporan Berkala . 
, . Laporan mengena1 pelaksanaan p 

f Ad enggunaan Al k 
5
ecara ruin. apun yang dimuat d I O asl Dana Kelurahan dibuat 

Alokasi Dana Kelurahan Kelurahan ~ am .laporan inl adalah SPJ bulanan 
angka 1 Peraturan Bupati ini. se agaimana telah diatur dalam hunJf 0 

Laporan Akhir Pelaksanaan penggun Al . 
b. . aan okas1 Dana Kelurahan 

Laporan akh1r pelaksanaan dari en 
encakup perkembangan pelaksan p lgunaan Alokasi Dana Kelurahan 

d
~1hadapi dan hasil akhir penggunaanaAanlokaa~ DpenyeKra,pan dana, masalah yang 

s1 ana e urahan. 

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana 
Kelurahan sebagai berikut : 

1) Pendahulua~. . . 
2) Program kerJa d1 b1dang penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan. 
3) Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan yang meliputi pos 

pengeluaran belanja administrasi umum pemerintahan (rutin) dan pos 
pengeluaran belanja pelayanan publik (pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat). 

4) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. 

5) Lain-lain. 
6) Penutup. 

2. Penyampaian laporan akhir ditujukan kepada Bupali Banyumas Up. Kabag Tata 
Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas lewat Camat. 


